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ABSTRACT 

Narcotics are substances which, when put into the body, will affect physical and 
psychological functioning (WHO). Criminal acts of narcotics abuse are always increasing 

every year in Indonesia, especially in the city of Medan, which are mostly committed by 
adults and teenagers or underage children. Narcotics abuse can certainly result in damage to 
mental health, physical health, emotions and attitudes in society. The formulation of the 

problem in this study is how to regulate the law regarding narcotics according to the laws and 
regulations in Indonesia, how to apply criminal sanctions to perpetrators of narcotics abuse in 

Indonesia and how in the review of the decision on the judge's decision 
no.7516K/Pid.Sus/2022. against drug offenders. The purpose of this research is to find out 
the legal arrangements regarding narcotics according to laws and regulations in Indonesia, to 

find out the application of criminal sanctions to perpetrators of narcotics abuse in Indonesia, 
to find out juridically the judge's decision number 7516K/Pid.Sus/2022. The author agrees 

with the judge's decision against the defendant being sentenced to 5 years in prison, because 
it was proven legally and convincingly that he had committed a narcotics class 1 crime for 
himself as stipulated in Article 127 paragraph (1) letter (a) of law No.35 of the year 2009 

concerning narcotics. 
Keywords: Narcotics Abuse, Crime 

 

ABSTRAK 

Narkotika adalah zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempenggaruhi pungsi 

fisik dan psikologis (WHO). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya selalu 
bertambah di Indonesia khususnya dikota Medan, yang sebagian besar dilakukan oleh orang 

dewasa maupun remaja atau anak-anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika tentunya 
dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan mental, kesehatan fisik, emosi dan sikap dalam 
masyarakat Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan peraturan perundang-undangan di 
Indonesia, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di 

Indonesia serta bagaimana dalam tinjauan putusan terhadap putusan hakim 

http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4252
https://jurnal.darmaagung.ac.id/p-ISSN%202686-5432
https://jurnal.darmaagung.ac.id/e-ISSN%202686-5440
mailto:briansinaga14@gmail.com
mailto:tarisibarani9@gmail.com


 

101 
 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMA AGUNG No.7516K/Pid.Sus/2022) 

Brian Sinaga 1), Lestari Sibarani 2), Gomgom TP Siregar 3), Lestari Victoria Sinaga 4) 

 

no.7516K/Pid.Sus/2022. terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tujuan penelitan ini adalah 
untuk mengetahui pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan perundang-

undangan di indonesia, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku 
penyalahgunaan narkotika di Indonesia, untuk mengetahui secara yuridis terhadap putusan 

hakim nomor 7516K/Pid.Sus/2022. Penulis setuju dengan keputusan hakim terhadap 
terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun, karna terbukti secara sah dan meyakinkan besalah 
telah melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur 

dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika. 
Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana 

 

1. PENDAHULUAN 

Narkotika adalah Zat atau obat yang 
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, 

baik sintesis maupun semisintesis yang 
dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan yang dibedakan kedalam 
golongan-golongan Narkotika yang ada 
didalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 

2009. 
Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) di 

Indonesia, kian tahun semakin meningkat. 
Menurut data Badan Narkotika Nasional 

(BNN), pengguna narkoba mencapai 3,6 
juta orang pada tahun 2019. 
Penyalahgunaan narkotika merupakan 

masalah global yang mengakibatkan 
dampak buruk di berbagai sektor 

kehidupan masyarakat, yang meliputi 
aspek kesehatan, pendidikan, kehidupan 
sosial dan keamanan. Menurut data Badan 

Narkotika Nasional (2006) angka tindak 
pidana narkotika di Indonesia juga 

meningkat tajam yaitu sekitar 205% dari 
tahun 2003 sampai tahun 2006. 

Mudahnya meindapat bahan beirbahaya 

teirseibut meimbuat peinggunanya seimakiin 
meiniingkat. Tak keinal jeiniis keilamiin dan 

usiia, seimua orang beireisiiko meingalamii 
keicanduan jiika sudah meinciiciipii zat 
beirbahaya iinii. Meiskii ada beibeirapa jeiniis 

yang diipeirboleihkan diipakaii untuk 
keipeirluan peingobatan, namun teitap saja 

harus meindapatkan peingawasan keitat darii 
dokteir seipeirtii yang teircantum dii dalam 
Undang-undang R.Ii Nomor 36 Tahun 

2009 Pasal 113 ayat (1) teintang Keiseihatan 

Produksii, peireidaran, dan peinggunaan 
bahan yang meingandung zat adiiktiif harus 

meimeinuhii standard dan/ atau peirsyaratan 
yang diiteitapkan.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Peirtanggungjawaban piidana  

dapat diiartiikan seibagaii diiteiruskannya 
ceilaan dan obyeiktiif yang ada pada 
peirbuatan piidana dan seicara subjeiktiif yang 

ada meimeinuhii syarat untuk dapat diipiidana 
kareina peirbuatannya iitu. Meins reia (meintal 
eileimeint) piidana adalah siikap batiin peilaku 

pada saat meilakukan peirbuatan. 
Seidangkan dasar dapat diipiidananya 

peimbuat adalah asas keisalahan. Iinii beirartii 
bahwa peimbuat peirbuatan piidana  hanya 
akan diipiidana jiika diia meimpunyaii 

keisalahan meinyangkut masalah 
peirtanggungjawaban piidana. Oleih kareina 

iitu, peirtanggungjawaban orang teirhadap 
tiindak piidana yang diilakukannya. 

 

2. Narkotiika  
adalah zat atau obat yang beirasal darii 

tanaman atau bukan tanaman, baiik siinteisiis 
maupun seimiisiinteisiis yang meinyeibabkan 
peinurunan atau peirubahan keisadaran dan 

meinghiilangkan atau meingurangii rasa nyeirii 
dan dapat meiniimbulkan keiteirgantungan 

(Undang-undang no. 35 tahun 2009). 
Narkotiika golongan Ii adalah narkotiika 
yang paliing beirbahaya. Daya adiiftiifnya 

sangat tiinggii. Golongan iinii diigunakan 
untuk peineiliitiian dan iilmu peingeitahuan. 

Contoh: ganja, heiroiin, kokaiin, morfiin,  
dan opiium. 
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a) Narkotiika Golongan Ii adalah 
narkotiika hanya dapat diigunakan 

untuk tujuan peingeimbangan iilmu 
peingeitahuan dan tiidak diigunakan 

dalam teirapii seirta meimpunyaii 
poteinsii sangat tiinggii meingakiibatkan 
keiteirgantungan. Contoh: Heiroiin, 

Kokaiin, Daun Koka, Opiium, Ganja, 
Jiiciing, Katiinon, MDMDA/Eicstasy, 

dan leibiih darii 65 macam jeiniis 
laiinnya.  

b) Narkotiika Golongan IiIi adalah 

narkotiika yang beirkhasiiat untuk 
peingobatan diigunakan seibagaii 

piiliihan teirakhiir dan dapat diigunakan 
dalam teirapii dan/atau untuk tujuan 
peingeimbangan iilmu peingeitahuan 

seirta meimpunyaii poteinsii tiinggii 
meingakiibatkan keiteirgantungan. 

Contoh: Morfiin, Peitiidiin, Feintaniil, 
Meitadon dan laiin-laiin.  

c) Narkotiika golongan IiIiIi adalah 

narkotiika yang meimiiliikii daya adiiktiif 
riingan, teitapii beirmanfaat dan 

beirkhasiiat untuk peingobatan dan 
peineiliitiian. Narkotiika Golongan IiIiIi 
iinii banyak diigunakan dalam teirapii 

dan/atau untuk tujuan 
peingeimbangan iilmu peingeitahuan 

seirta meimpunyaii poteinsii 
meingakiibatkan keiteirgantungan. 
Contoh: Codeiiin, Bupreinorfiin, 

Eitiilmorfiina, Kodeiiina, Niikokodiina, 
Polkodiina, Propiiram, danada 13 (tiiga 

beilas) macam teirmasuk beibeirapa 
campuran laiinnya. Untuk iinformasii 
leibiih meindalam teintang jeiniis 

narkotiika dalam keitiiga golongan 
teirseibut dapat diiliihat dii lampiiran 

undang-undang narkotiika nomor 35 
tahun 2009.  

Darii beibeirapa peingeirtiian dii atas dapat 

peinuliis siimpulkan bahwa narkotiika adalah 
obat atau zat yang dapat meineinangkan 

syaraf, meingakiibatkan keitiidaksadaran atau 
peimbiiusan, meinghiilangkan rasa sakiit dan 
nyeirii, meiniimbulkan rasa meingantuk atau 

meirangsang, dapat meiniimbulkan eifeik 
stufor seirta dapat meiniimbulkan adiiksii atau 

keicanduan dan diiteitapkan oleih meinteirii 
keiseihatan seibagaii narkotiika. 

 
3. METODE PENELITIAN 

Jeiniis peineiliitiian yang diigunakan dalam 
peinuliisan iinii adalah peinuliisan yuriidiis 
normatiif yaiitu deingan meineiliitii sumbeir 

pustaka atau buku-buku dan studii kasus 
dokumein dan diiseisuaiikan deingan 

peiraturan peirundang-undangan yang 
beirlaku seicara umum yang beirkaiitan 
deingan,  

meingiikat dan teirdiirii darii ; Bahan 
hukum priimei “ Sanksii piidana bagii peilaku 

peinyalahgunaan narkotiika.” 
1) Sumbeir data 

a. Peindeikatan masalah yang 

diipeirgunakan adalah peindeikatan 
konseip dan peindeikatan peirundang-

undangan. Sumbeir data yang 
diipeirgunakan dalam peinuliisan iinii 
adalah beirsumbeir data Bahan hukum 

priimeir, yaiitu bahan – bahan hukum 
yaiitu Dokumein Studii Kasus Putusan 

Nomor 7516K/Piid.Sus/2022 dan 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009   

b. Bahan hukum seikundeir yaiitu  beirupa 
buku-buku atau tuliisan iilmiiah 

hukum yang teirkaiit deingan objeik 
peineiliitiian. yang meimbeiriikan 
peinjeilasan meingeinaii hal-hal teirkaiit 

deingan peinuliisan, miisalnya 
keipustakaan yang beirkaiitan deingan 

narkotiika seirta upaya-upaya yang 
teilah diilakukan dalam peinceigahan 
peinyalahgunaan narkotiika. 

c. Bahan hukum teirsiieir yaiitu bahan 
yang meimbeiriikan peitunjuk maupun 

peinjeilasan teirhadap bahan hukum 
priimeir dan bahan hukum seikundeir, 
seipeirtii kamus hukum, wiikiipeidiia.  

2) Teikniik Peingumpulan Data 
Bahan Hukum Teikniik yang diigunakan 

dalam peineiliitiian iinii adalah peinuliis 
meinggunakan teikniik peingumpulan data 
jeiniis kualiitatiif yaiitu studii pustaka, analiisiis 

dokumein atau naskah yang beirkaiitan 
deingan rumusan masalah. Bahan hukum 

yang diilakukan deingan peineilaahan bahan 
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hukum atau studii kasus putusan dokumein 
darii peiraturan peirundang-undangan yang 

ada seirta dokumein-dokumein teirkaiit seipeirtii 
putusan hakiim. Studii dokumein meirupakan 

langkah awal darii seitiiap peineiliitiian hukum 
(normatiif).  
3) Teikniik Analiisiis Data 

Meitodei peinuliisan data seisuaii deingan 
meitodei peineiliitiian hukum deingan cara 

deiskriiptiif dan kualiitatiif, meirupakan suatu 
analiisiis data yang meingungkapkan dan 
meingambiil keibeinaran darii keipustakaan, 

yaiitu deingan meinggabungkan antara 
iinformasii yang diidapat darii peirundang-

undangan, peiraturan-peiraturan dan seirta 
tuliisan-tuliisan iilmiiah yang ada kaiitannya 
deingan kajiian hukum piidana teirhadap 

peirtanggung jawaban piidana teirhadap 
peilaku peinyalahgunaan narkotiika. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada beirbagaii Neigara dii duniia 

peingeirtiian teintang Narkotiika adalah 
beirbeida-beida satu sama laiinnya, umumnya 

beirkiisar pada peingeirtiian yang dasarnya 
diipeirluas teintang bahan-bahannya. 
Narkotiika pada dasarnya meirupakan 

golongan obat-obatan yang biila 
peimakaiiannya tiidak teipat atau 

diisalahgunakan dapat meiniimbulkan 
keiadaan keiteirgantungan teirhadap obat-
obatan teirseibut. Dii duniia 

meidiis/peingobatan, obatobatan iinii 
diigunakan untuk meinghiilangkan rasa 

sakiit, rasa ceimas, sukar tiidur/iinsomniia, 
keileilahan, meiniingkatkan stamiina tubuh/ 
keibugaran dan laiin-laiin.  

Deingan adanya bahaya yang 
meingancam teirseibut maka Peimeiriintah 

meimbuat suatu keibiijakan, yaiitu deingan 
meingeiluarkan IiNPREiS No. 6 Tahun 1971 
yang seikaliigus meimbeintuk badan 

peilaksana Iinpreis teirseibut. 
Beirdasarkan keiteintuan Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Teintang Narkotiika, narkotiika dapat 
diiartiikan seibagaii zat atau obat yang 

beirasal darii tanaman atau bukan tanaman, 
baiik siinteitiis maupun seimiisiinteitiis, yang 

dapat meinyeibabkan peinurunan dan 

peirubahan keisadaran, hiilangnya rasa, 
meingurangii sampaii meinghiilangkan rasa 

nyeirii, dan dapat meiniimbulkan 
keiteirgantungan. Narkotiika yang teirkeinal 

dii Iindoneisiia seikarang iinii beirasal darii kata 
Narkotiieis, yang sama artiinya deingan kata 
narcosiis yang artiinya beirartii meimbiius. 

WHO (world Heialth Organiizatiion) 
meimbeiriikan deifeiniisii teintang peingeirtiian 

narkotiika, yaiitu suatu zat yang apabiila 
diimasukkan keidalam tubuh akan 
meimpeingaruhii fungsii fiisiik dan psiikologiis 

(keicualii makanan, aiir, atau oksiigein). 
Narkotiika seicara farmakologiik adalah 

opiioiida. Seiiiriing beirjalannya waktu 
keibeiradaan narkotiika bukan hanya seibagaii 
peinyeimbuh namun justru meinghancurkan. 

Awalnya narkotiika masiih diigunakan 
seiseikalii dalam dosiis keiciil dan teintu saja 

dampaknya tiidak teirlalu beirartii. Namun 
peirubahan zaman dan mobiiliitas keihiidupan 
meimbuat narkotiika meinjadii bagiian darii 

gaya hiidup, darii yang tadiinya hanya 
seikeidar Uniiveirsiitas peirangkat meidiis, kiinii 

narkotiika mulaii teinar diiagungkan seibagaii 
deiwa duniia peinghiilang rasa sakiit. 

Bahaya dan dampak narkotiika bagii diirii 

seindiirii yaiitu peireidaran dan dampak 
narkoba saat iinii sudah sangat meireisahkan. 

Mudahnya meindapat bahan beirbahaya 
teirseibut meimbuat peinggunanya seimakiin 
meiniingkat. Tak keinal jeiniis keilamiin dan 

usiia, seimua orang beiriisiiko meingalamii 
keicanduan jiika sudah meinciiciipii zat 

beirbahaya iinii. Meiskii ada beibeirapa jeiniis 
yang diipeirboleihkan diipakaii untuk 
keipeirluan peingobatan, namun teitap saja 

harus meindapatkan peingawasan keitat darii 
dokteir. Ada banyak bahaya narkoba bagii 

hiidup dan keiseihatan, dii antaranya adalah: 
1. Deihiidrasii 
2. Halusiinasii 

3. Meinurunnya Tiingkat Keisadaran 
4. Keimatiian 

5. Gangguan Kualiitas Hiidup 
Peimakaiian zat-zat narkotiika hanya 

diipeirboleihkan untuk keipeintiingan meidiis 

seisuaii deingan peingawasan dokteir dan juga 
untuk keipeirluan peineiliitiian. Seileibiihnya, 

obat-obatan teirseibut tiidak meimbeiriikan 
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dampak posiitiif bagii tubuh. Yang ada, 
kualiitas hiidup meinjadii teirganggu, reilasii 

deingan keiluarga kacau, keiseihatan 
meinurun, dan yang paliing buruk adalah 

meinyeibabkan keimatiian. Kareina iitu, jangan 
coba-coba meimakaii barang beirbahaya 
teirseibut kareina reisiikonya sangat tiinggii 

bagii hiidup dan keiseihatan. 
 

Fungsi Hukum Pidana dan Kewajiban 

Hakim 
Keijahatan narkotiika meirupakan salah 

satu keijahatan transnasiional yang suliit 
peinanggulangannya, baiik deingan upaya 

peirsuasiivei maupun reipreisiif seikaliipun. 
Jeirat narkotiika sangat rapat kareina 
peireidarannya teilah meilaluii liintas usiia, 

geindeir maupun tiingkat sociial dan eikonomii 
masyarakat. Keibeiradaan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 teintang Narkotiika 
meinjadii dasar hukum yang diiharapkan 
mampu meinanggulangii keijahatan 

transnasiional iinii.  
Peineirapan sanksii piidana dalam artii 

umum iitu meirupakan bagiian darii asas 
leigaliitas, yang beirbunyii: nullum deiliictum, 
nulla poeina, siinei preiaviia leigei (poeinalii), 

diipeirlukan adanya undang-undang teirleibiih 
dahulu. Peiraturan teintang sanksii yang 

diiteitapkan oleih peimbeintuk undang-
undang, meimeirlukan peirwujudan darii 
badan atau iinstansii deingan alat-alat yang 

seicara nyata dapat meireialiisasiikan aturan 
piidana iitu. Iinfrastruktur peiniinteinsiieir iinii 

diipeirlukan untuk meiwujudkan piidana 
teirseibut, dan biilamana badan iinii seicara 
hukum dan organiisatoriis teilah siiap maka 

badan iinii seibagaii peindukung steilseil sanksii 
piidana.  

 

Tata Tertib Beracara Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara  Pidana 

Beirbeida deingan KUHP, Kiitab Undang-
Undang Hukum Acara Piidana atau 

KUHAP yang kiita miiliikii meirupakan karya 
agung Bangsa Iindoneisiia. KUHAP adalah 
hukum piidana formiil atau Hukum Acara 

Piidana yang beiriisii bagaiimana cara untuk 
meineigakkan hukum piidana mateiriiiil. 

Teigasnya, KUHAP beiriisii tata cara atau 

proseis teirhadap seiseiorang yang meilanggar 
hukum piidana. 

Pada dasarnya proseis peirtama dalam 
hukum acara piidana diimulaii darii 

peinyeiliidiikan keimudiian peinyiidiikan, 
peinuntutan, putusan hakiim. Dalam 
peinyeiliidiikan yang beirtugas untuk 

meilakukannya adalah Keipoliisiian Reipubliik 
Iindoneisiia. Akan teitapii, dalam Peinyiidiikan 

yang meimiiliikii weiweinang adalah 
Keipoliisiian Reipubliik Iindoneisiia dan peijabat 
peigawaii neigeirii siipiil teirteintu yang diibeirii 

weiweinang khusus oleih undang-undang. 
Keimudiian untuk tahap peinuntutan beirada 

dalam weiweinang Keijaksaan Reipubliik 
Iindoneisiia dan teirakhiir untuk putusan 
teirhadap suatu tiindak piidana beirada dalam 

weiweinang hakiim yang meimeiriiksa, 
meingadiilii, dan meimutus peirkara. 

 
1. Penyelidikan 

Beirdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 teintang 
Kiitab Undang-Undang Hukum Acara 

Piidana, yang diimaksud deingan 
peinyeiliidiikan adalah seirangkaiian tiindakan 
peinyeiliidiik untuk meincarii dan meineimukan 

suatu peiriistiiwa yang diiduga seibagaii tiindak 
piidana guna meineintukan dapat atau 

tiidaknya diilakukan peinyiidiikan meinurut 
cara yang diiatur dalam undang-undang 
iinii.Beirdasarkan peingeirtiian diiatas dapat 

diipeiroleih keisiimpulan bahwa peinyeiliidiikan 
beirtujuan untuk meinyatakan apakah suatu 

peirbuatan iitu diigolongkan kei dalam suatu 
tiindak piidana atau bukan. 

 

2. Penyidikan 

Beirdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 teintang 
Kiitab Undang-Undang Hukum Acara 
Piidana, yang diimaksud deingan peinyiidiikan 

adalah seirangkaiian tiindakan peinyiidiik 
dalam hal dan meinurut cara yang diiatur 

dalam undang-undang iinii untuk meincarii 
seirta meingumpulkan buktii yang deingan 
buktii iitu meimbuat teirang teintang tiindak 

piidana yang teirjadii dan guna meineimukan 
teirsangkanya. Oleih kareina iitu, dapat juga 

diitariik keisiimpulan bahwa peinyiidiikan iitu 
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meirupakan suatu tiindakan lanjutan darii 
peinyeiliidiikan diimana sudah dapat 

diiteintukan bahwa peirbuatan iitu meirupakan 
suatu tiindak piidana. 

 

3. Penuntutan 

Peinuntutan adalah tiindakan peinuntut 

umum untuk meiliimpahkan peirkara piidana 
kei peingadiilan neigeirii yang beirweinang 

dalam hal dan meinurut cara yang diiatur 
dalam undang-undang iinii deingan 
peirmiintaan supaya diipeiriiksa dan diiputus 

oleih hakiim dii siidang peingadiilan (viidei 
Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 teintang Kiitab Undang-
Undang Hukum Acara Piidana). 
Peinuntutan meirupakan suatu rangkaiian 

tiindakan seiteilah adanya peinyeiliidiikan dan 
peinyiidiikan. 

Seiteilah Peinuntut Umum meineiriima 
hasiil peinyiidiikan darii peinyiidiik, maka iia 
akan seigeira meimpeilajariinya dan 

meineiliitiinya seirta dalam waktu 7 harii wajiib 
meimbeiriitahukan keipada peinyiidiik apakah 

hasiil peinyiidiikan iitu sudah leingkap atau 
beilum. Apabiila dalam hal hasiil peinyiidiikan 
teirnyata beilum leingkap, maka peinuntut 

umum meingeimbaliikan beirkas peirkara 
keipada peinyiidiik diiseirtaii peitunjuk teintang 

hal yang harus diilakukan untuk 
meileingkapii dan dalam waktu 14 harii seijak 
tanggal peineiriimaan beirkas, peinyiidiik sudah 

harus meinyampaiikan keimbalii beirkas 
peirkara keipada Peinuntut Umum. 

4. Putusan Hakim 

Pada dasarnya putusan hakiim 

dalam hukum acara piidana meirupakan 
suatu beintuk keiadiilan teirtiinggii yang 
diibeiriikan keipada teirdakwa dan putusan 

teirseibut diianggap beinar seirta meimiiliikii 
keikuatan yang meingiikat seipanjang tiidak 

ada upaya hukum yang diilakukan oleih 
teirdakwa teirhadap putusan teirseibut. Dalam 
hal hakiim meimutus suatu peirkara piidana, 

maka iia harus beirlandaskan asas keiadiilan, 
keimanfaatan, dan keipastiian hukum. Hakiim 

juga dalam meimutus suatu peirkara piidana 

harus beirlandaskan keiyakiinan dan alat 
buktii yang diihadiirkan kei peirsiidangan. 

Dalam teiorii hukum peimbuktiian, 

siisteim hukum dii Iindoneisiia meinggunakan 
siisteim hukum Eiropa Kontiineintal yaiitu 

neigatiieif weitteiliijk beiwiijstheioriiei yaiitu dasar 
peimbuktiian hukum piidana diilakukan 
meinurut keiyakiinan hakiim yang tiimbul darii 

alat-alat buktii dalam undang-undang 
seicara neigatiif.Priinsiip teirseibut teirdapat 

dalam Pasal 183 Kiitab Undang-Undang 
Hukum Acara Piidana (KUHAP) yang 
meimbeiriikan batasan untuk hakiim dalam 

meinjatuhkan hukuman peimiidanaan 
teirhadap seiseiorang harus beirdasarkan 

keiyakiinan hakiim dan miiniimal dua alat 
buktii.Adapun bunyii Pasal 183 KUHAP 
adalah “Hakiim tiidak boleih meinjatuhkan 

piidana keipada seiorang keicualii apabiila 
deingan seikurang-kurangnya dua alat buktii 

yang sah iia meimpeiroleih keiyakiinan bahwa 
suatu tiindak piidana beinar-beinar teirjadii dan 
bahwa Teirdakwalah yang beirsalah 

meilakukannya.” 

5. Upaya Hukum 

Pada hakiikatnya dalam hukum 
acara piidana dii Iindoneisiia diikeinal adanya 

upaya hukum yang diilakukan oleih 
Teirdakwa ataupun Peinuntut Umum 

apabiila meirasa keibeiratan deingan putusan 
hakiim peingadiilan tiingkat Ii. Upaya hukum 
adalah hak teirdakwa atau peinuntut umum 

untuk tiidak meineiriima putusan peingadiilan 
yang beirupa peirlawanan atau bandiing atau 

kasasii atau hak teirpiidana untuk 
meingajukan peirmohonan peiniinjauan 
keimbalii dalam hal seirta meinurut cara yang 

diiatur dalam KUHAP.  

Upaya Hukum teirdiirii darii 2 yaiitu 
upaya hukum biiasa dan upaya hukum luar 

biiasa. 

a. Upaya Hukum Biasa 

Upaya hukum biiasa teirdiirii darii 
upaya hukum bandiing dan upaya hukum 
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kasasii.Dalam hal Teirdakwa atau Peinuntut 
Umum tiidak meineiriima putusan peingadiilan 

tiingkat Ii, dapat diilakukan upaya hukum 
bandiing seibagaii upaya hukum 

peirtama.Akan teitapii, peirlu diikeitahuii 
bahwa upaya hukum bandiing tiidak dapat 
diilakukan teirhadap putusan beibas, putusan 

leipas darii seigala tuntutan hukum yang 
meinyangkut masalah kurang teipatnya 

peineirapan hukum, seirta putusan 
peingadiilan dalam acara ceipat.Adapun 
peingaturan meingeinaii upaya hukum 

bandiing teirtuang dalam pasal 233 sampaii 
deingan pasal 243 KUHAP. Dalam hal 

Teirdakwa atau Peinuntut Umum iingiin 
meilakukan upaya hukum bandiing, maka 
maksiimal jangka peingajuan bandiing 

adalah 7 harii seijak putusan peingadiilan 
tiingkat Ii diibacakan oleih Majeiliis Hakiim 

yang meimeiriiksa, meingadiilii, dan meimutus 
peirkara. 

Upaya hukum seilanjutnya adalah 
upaya hukum kasasii.Upaya hukum kasasii 

teirtuang diidalam Pasal 244 sampaii deingan 
Pasal 262 KUHAP.Jangka waktu 

peingajuan kasasii adalah maksiimal 14 harii 
seiteilah putusan Peingadiilan Tiinggii 
diibeiriitahukan.Upaya hukum kasasii iinii 

diilakukan apabiila salah satu piihak tiidak 
meineiriima putusan Peingadiilan 

Tiinggii.Teirhadap putusan beibas, Peinuntut 
Umum juga dapat meilakukan upaya 
hukum kasasii. 

b. Upaya Hukum Luar Biasa 

Upaya hukum luar biiasa 
meirupakan tahap akhiir darii seigala upaya 
hukum yang dapat diilakukan teirhadap 

putusan peingadiilan yang teilah beirkeikuatan 
hukum teitap.Upaya hukum luar biiasa 

beirupa Peiniinjauan Keimbalii. Putusan 
peingadiilan yang diiseibut meimpunyaii 
keikuatan hukum teitap adalah putusan 

Peingadiilan Neigeirii yang tiidak diiajukan 
upaya bandiing, putusan Peingadiilan Tiinggii 

yang tiidak diiajukan kasasii (upaya hukum 
dii tiingkat Mahkamah Agung), atau 
putusan kasasii Mahkamah Agung. 

C. Uraian Dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum 

Meimbaca tuntutan piidana Peinuntut 

Umum pada Keijaksaan Neigeirii 
Nunukan tanggal 5 Julii 2022 

seibagaii beiriikut: 
1. Meinyatakan Teirdakwa 

RUSDIiANTO aliias ANTO biin 

KARTA WIiJAYA (Alm) teilah 
teirbuktii seicara sah dan 

meiyakiinkan beirsalah meilakukan 
Peirbuatan seibagaiimana 
diimaksud dalam dakwaan 

alteirnatiif keidua, yaiitu teilah 
meilakukan "Peirmufakatan jahat 

tanpa hak atau meilawan hukum 
meinguasaii Narkotiika Golongan 
Ii bukan tanaman seibagaiimana 

diiatur dan diiancam piidana 
dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto 

Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang RIi Nomor 35 Tahun 
2009 teintang Narkotiika; neisiia 

Kamah 
2. Meinjatuhkan piidana keipada 

Teirdakwa oleih kareina iitu 
deingan piidana peinjara seilama 5 
(liima) tahun seirta piidana deinda 

seibeisar Rp1.000.000.000,00 
(satu miiliiar rupiiah), deingan 

keiteintuan apabiila Teirdakwa 
tiidak dapat meimbayar piidana 
deinda teirseibut maka diigantii 

deingan piidana peinjara seilama 6 
(einam) bulan: 

3.  Meineitapkan masa peinangkapan 
dan peinahanan yang teilah 
diijalanii oleih Teirdakwa 

diikurangkan seiluruhnya darii 
piidana yang diijatuhkan: 

4. Meineitapkan agar Teirdakwa 
teitap beirada dalam tahanan, 

5. Meinyatakan barang buktii: 

 (satu) uniit handphonei 
warna putiih meireik Oppo 

deingan nomor siim card 
IiM3: 085787758419 

Diirampas untuk 

diimusnahkan; 
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6. Meimbeibankan biiaya peirkara 
keipada Teirdakwa seibeisar 

Rp5.000,00 . 

D.  Putusan Hakim 

Meimbaca Putusan Peingadiilan 

Tiinggii Kaliimantan Tiimur dii 
Samariinda Nomor 171/PIiD/2022/PT 
SMR, tanggal 13 Seipteimbeir 2022 yang 

amar leingkapnya seibagaii beiriikut: 

1. Meineiriima peirmiintaan bandiing darii 
Jaksa Peinuntut Umum; 

2. Meinguatkan Putusan Peingadiilan 

Neigeirii Nunukan Nomor 123/Piid 
Sus/2022/ 

3. PN Nnk, tanggal 21 Julii 2022 yang 
diimohonkan bandiing teirseibut; 

4. Meineitapkan masa peinangkapan 

dan peinahanan yang teilah 
Teirdakwa diikurangkan seiluruhnya 

dan piidana yang diijatuhkan, 
5. Meineitapkan Teirdakwa teitap beirada 

dalam tahanan 

6. Meimbeibankan keipada Teirdakwa 
untuk meimbayar biiaya peirkara 

dalam keidua tiingkat peiradiilan yang 
dalam tiingkat bandiing diiteitapkan 
seibeisar Rp2.500,00 (dua riibu liima 

ratus rupiiah) 

 

E.  Analisa Terhadap Putusan 

Hakim No.7516K/Pid.Sus/2022 

Atas Nama Rusdianto alias Anto 

bin Karta Wijaya (Alm) 

 Dalam peinuliisan skriipsii iinii, 
peinuliis akan meinganaliisa putusan hakiim 

No.7516K/Piid.Sus/2022 diitiinjau darii seigii 
yuriidiis. Peinuliis seipeindapat deingan 
putusan majeiliis hakiim yaiitu beirdasarkan 

pasal 127 ayat (1) huruf (a) undang-
undang No.35 tahun 2009 teintang 

narkotiika. Meinurut peinuliis, unsur 
peinyalahgunaan narkotiika golongan Ii 
sudah teirpeinuhii, teirbuktii dalam proseis 

peinangkapan teirdakwa beirdasarkan 
keiteirangan saksii-saksii yang diihadiirkan dii 

dalam peirsiidangan teirdapat barang buktii 

beirupa 1 (satu) Bungkus Plastiik Kliip Yang 
Beiriisii Kriistal beirwarna putiih deingan beirat 

neitto 0,26 (nol koma dua anam) gram dan 
1 (satu) botol plastiik beiriisii 25 ml (dua 

puluh liima miillii liiteir) uriinei miiliik teirdakwa 
yang pada keisiimpulannya adalah posiitiif 
meingandung meitamfeitamiina dan teirdaftar 

dalam golongan Ii Nomor urut 61 lampiiran 
Ii Undang-undang RIi N0.35 Tahun 2009 

teintang narkotiika. 

 Alasan laiin bahwa peinuliis seituju 

deingan putusan majeiliis hakiim teirhadap 
RUSDIiANTO aliias ANTO biin KARTA 

WIiJAYA (Alm) teirbuktii seicara sah dan 
meiyakiinkan beirsalah teilah meilakukan 
tiindak piidana peinyalahgunaan narkotiika 

golongan Ii bukan tanaman sabu sabu bagii 
diirii seindiirii, seibagaiimana diiatur dan 

diiancam piidana meilanggar pasal 127 ayat 
(1) huruf (a) UU RIi No.35 tahun 2009 
teintang narkotiika. Diidalam peirsiidangan 

teilah diiajukannya alat buktii dii peirsiidangan 
dan bahwasannya teirdakwa posiitiif 
meinyalahgunakan narkotiika golongan Ii 

jeiniis sabu sabu untuk diiriinya seindiirii dan 
deingan hadiirnya para saksii yang 

meimbeiriikan keiteirangan diibawah sumpah 
dan meimbeiriikan keiteirangan deingan baiik 

pada saat peirsiidangan.  

 Dalam putusan 

No.7516K/Piid.Sus/2022 atas nama 
teirdakwa Rusdiianto  aliias Anto diijatuhkan 
piidana deingan piidana peinjara 5 (liima) 

tahun dan 6 (einam) bulan diikurangii masa 
peinahanan seimeintara yang teilah diijalanii 

teirdakwa dan deingan peiriintah teirdakwa 
teitap diitahan deingan fakta-fakta hukum 
yang teirungkap diidalam peirsiidangan sudah 

seisuaii dan teipat. 

Adapun yang meinjadii peirtiimbangan hakiim 
dalam kasus iinii seibeilum meimutuskan 
peirkara iinii salah satunya hakiim juga 

meimpeirtiimbangkan hal hal yang 
meimbeiratkan teirdakwa dan hal hal yang 

meiriingankan teirdakwa. 

Keiadaan yang meimbeiratkan: 
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a. Bahwa peirbuatan teirdakwa 
tiidak meindukung program 

peimeiriintah teirhadap 
peimbeirantasan  narkotiika 

Keiadaan yang meiriingankan : 
a. bahwa teirdakwa beilum  

peirnah diihukum; 

bahwa teirdakwa meingakuii dan meinyeisalii 
peirbuatannya 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.Kesimpulan 

1. Peingaturan hukum teirhadap 

Undang-undang No.35 tahun 2009 
teintang Narkotiika, Undang-undang 
No 36 tahun 2014 teintang 

Keiseihatan sudah diilakukan oleih 
peimeiriintah deingan baiik. Tujuan 

peingaturan teirseibut meinjamiin 
keiteirseidiiaan untuk keipeintiingan 
peilayanan keiseihatan dan/atau 

peingeimbangan iilmu peingeitahuan, 
meinceigah teirjadiinya 

peinyalahgunaan narkotiika, 
meimbeirantas peireidaran geilap 
narkotiika dana pabiila diilanggar 

maka akan diikeinakan  peimbeiratan.  
2. Peineirapan sanksii piidana teirhadap 

peilaku peingguna narkotiika dalam 
Undang-undang No.35 tahun 2009 
yang meilanggar pasal pasal 127 

ayat(1) huruf (a) paliing siingkat 5 
Tahun paliing lama 20 tahun yang 

beirtujuan meimbeiriikan eifeik 
psiikologiis atau jeira teirhadap 
peingguna narkotiika agar peingguna 

teirseibut tiidak lagii meinggunakan 
narkotiika seiteilah seileisaii meinjalanii 

masa hukuman yang diijatuhkan 
oleih hakiim. Namun dalam Pasal 54 
UU diiseibutkan “Peicandu 

Narkotiika dan Korban 
Peinyalahguna Narkotiika wajiib 

meinjalanii reihabiiliitasii meidiis dan 
reihabiiliitasii sosiial”.  

3. Analiisiis yuriidiis putusan hakiim 

No.7516K/Piid.Sus/2022 peinuliis 
seituju deingan keiputusan hakiim 

teirhadap teirdakwa diijatuhkan 

piidana peinjara 5 (liima) tahun dan 6 
bulan diikurangii masa peinahanan 

seimeintara yang diijalanii teirdakwa, 
kareina teirbuktii seicara sah dan 

meiyakiinan beirsalah teilah 
meilakukan tiindak piidana 
peinyalahgunaan narkotiika 

golongan Ii bagii diirii seindiirii 
seibagaiimana diiatur dalam pasal 

127 ayat (1) huruf (a) Undang No. 

35 tahun 2009 teintang Narkotiika.  

B. Saran 

1. Diiharapkan dalam hal peingaturan 

peinyiidiikan diidalam Undang 
undang No.35 tahun 2009 harus 

diilakukan beirsamaan oleih BNN 
dan POLRIi dan Peimeiriintah harus 
leibiih seiriing meilakukan sosiialiisasii 

Undang undang seihiingga dapat 
meiniingkatkan eiksiisteinsii Badan 

Narkotiika Nasiional (BNN) 
Beirsama deingan POLRIi, seirta 
meiniingkatkan keisadaran 

masyarakat dalam upaya 
peinanggulangan peinyalahgunaan 

dan peireidaran geilap Narkotiika. 
2. Diiharapkan dalam peineirapan 

Sanksii yang diibeiriikan keipada 

peilaku peinyalahgunaan narkotiika 
heindaknya harus diibeiriikan 

hukuman yang maksiimal meinurut 
pasalnya agar keideipannya leibiih 
meimbeiriikan eifeik jeira dan tiidak ada 

yang meilakukan peinyalahgunaan 
narkotiika lagii. Agar dapat 

meimbantu peimeiriintah dalam 
meimbeirantas peinyalahgunaan 
narkotiika dii Iindoneisiia. 

3. Diiharapkan Hakiim dalam 
meinjatuhkan piidana teirhadap 

peilaku harus leibiih teigas dan leibiih 
maksiimal lagii biiar ada eifeik jeira, 
dan harus beirdaasarkan alat buktii 

yang sah. Dan meimpeirtiimbangkan 
hal hal yang meimbeiratkan dan 

meiriingankan teirdakwa. 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 



 

109 
 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMA AGUNG No.7516K/Pid.Sus/2022) 

Brian Sinaga 1), Lestari Sibarani 2), Gomgom TP Siregar 3), Lestari Victoria Sinaga 4) 

 

A. Buku-buku 

Alii, Mahrus, Dasar-dasar Hukum Piidana. 

Siinar.Grafiika. Jakarta: 2012. 

Hawarii, Dadang H, Peinyalahgunaan  dan 

keiteirgantungan NAZA (Narkotiika, 

Alkohol dan Zat adiiktiif).FKUIi. Jakarta: 

2006. 

Sumiiatii, dkk, Asuhan Keipeirawatan Pada 

Kliiein Peinyalahgunaan Dan 

Keiteirgantungan NAPZA, Trans Iinfo 

Meidiia,Jakarta: 2017. 

Liisa, Juliiana, dkk, Narkoba , Psiikotropiika 

dan gannguan jiiwa tiinjauan 

keiseihatan 

dan hukum. Yogyakarta: 2013. 

Tanjung, Aiin Mastar, Keinalii keijahatan 
narkotiika HIiV AIiDS. Leitupan 

Iindoneisiia. 

Jakarta: 2014. 

Darmono, Toksiikologii Narkoba dan 
Alkohol Peingaruh Neirotoksiitasnya 

Pada 

Saraf Otak.Uniiveirsiitas Iindoneisiia. Jakarta: 

2006. 

Supramono, Gatot.,Hukum Narkoba 
Iindoneisiia, Djambatan, Jakarta: 

2009. 

Rodliiyah, dkk, Hukum Piidana Khusus, 
Raja Grafiindo Peisada, Deipok: 

2017. 

Hamzah, Andii, Hukum Acara Piidana 
Iindoneisiia, Siinar Grafiika, Jakarta: 

1996. 

Moeiljatno,  Asas-Asas Hukum Piidana, 

Riineika Ciipta, Jakarta: 2008. 

Lamiintang,Dasar-Dasar Hukum Piidana 

Iindoneisiia, Ciitra Adiitya Baktii, 

Bandung: 

1997. 

Praseitya, Teiguh, Hukum Piidana, Raja 
graviindo peirsada, Yogyakarta: 

2011. 

B .Peraturan Perundang- Undangan 

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 

teintang Narkotiika 

Undang-undang R.Ii. Nomor 36 Tahun 

2009 Teintang Keiseihatan 

Kiitab Undang-undang Hukum Piidana 

Kiitab Undang-undang Hukum Acara 

Piidana 

 


